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Abstract 

This study discusses how tax knowledge and mobile 

Samsat services influence motor vehicle taxpayer 

compliance, and it investigates taxpayer awareness 

strengthens these relationships. The fact that taxpayer 

compliance are still not optimal, despite a year-on-year 

increase in the motor vehicle population, suggesting that 

both taxpayer knowledge and the ease of accessing 

services are important for improving compliance. The 

sample consists of 100 motor vehicle taxpayers selected 

based on respondent availability. The distinguishing 

aspect of this study is examining taxpayer awareness as 

as a potential moderator that may amplify the effects of 

knowledge and service accessibility on compliance. The 

findings show that tax knowledge does not have an effect 

on taxpayer compliance. In contrast, mobile Samsat 

services significantly improve compliance. Taxpayer 

awareness also strengthens the relationship between 

mobile Samsat services and compliance, but it does not 

strengthen the relationship between tax knowledge and 

compliance. These findings highlight that improving 

service accessibility plays an important role in 

encouraging taxpayer compliance. Future studies are 

encouraged to include additional factors related to 

behavior and institutional support in order to provide a 

more complete understanding of taxpayer compliance. 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai 

kebutuhan pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, hingga pelaksanaan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sistem desentralisasi 

fiskal di Indonesia telah diterapkan, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

menghasilkan sumber pendapatan sendiri, yang mendukung pembangunan daerah secara 
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mandiri. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang memberikan kontribusi signifikan. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor dan merupakan sumber penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dikelola oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam 

membayar PKBmerupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam 

menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan publik secara optimal (Østli et 

al., 2022). 

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah 

dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Perkembangan sektor ekonomi, 

pendidikan, perdagangan, dan jasa di kota ini mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama. Seiring dengan meningkatnya 

aktivitas masyarakat, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Padang juga 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor 

seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB. Namun, dalam praktiknya kondisi 

tersebut tidak selalu berjalan sejalan. Masih  terdapat sejumlah wajib pajak (WP) yang belum 

memenuhi kewajiban pembayaran PKB secara tepat waktu (Sovita et al., 2023). Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Padang masih menjadi 

persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.  

Gambaran mengenai kondisi kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Padang dapat 

dilihat dari data kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak 

pada UPT Samsat Padang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang (2019–2024) 
Tahun Kendaraan Terdaftar 

(Unit) 

Kendaraan Membayar 

Pajak (Unit) 

Kendaraan 

Menunggak (Unit) 

Tunggakan 

(%) 

2019 221.450 176.900 44.550 20,1% 

2020 230.929 184.860 46.069 19,9% 

2021 238.500 198.200 40.300 16,9% 

2022 250.740 210.365 40.375 16,1% 

2023 265.310 225.470 39.840 15,0% 

2024 278.640 241.520 37.120 13,3% 

Sumber: UPT Samsat Padang  

 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Padang 

mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019 

jumlah kendaraan yang terdaftar mencapai lebih dari dua ratus ribu unit dan terus meningkat 

hingga mencapai lebih dari dua ratus tujuh puluh ribu unit pada tahun 2024. Meskipun jumlah 

WP yang melakukan pembayaran pajak juga mengalami peningkatan, masih terdapat jumlah 

kendaraan yang menunggak pembayaran pajak dalam jumlah yang relatif besar setiap tahunnya. 

Persentase tunggakan memang menunjukkan kecenderungan menurun, namun jumlah 

kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya masih cukup signifikan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kota Padang belum 

sepenuhnya optimal sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP kendaraan bermotor. 

Kepatuhan WP sering dipahami sebagai kesediaan WP untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak terbentuk secara 

otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam diri WP 
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maupun dari lingkungan eksternal di sekitarnya (Anggadini & Bramasto, 2022; Supriyati, et 

al., 2024; Le et al., 2020; Ilyas et al., 2025) 

Salah isatu iunsur iinternal iyang isering iditeliti idalam ipenelitian iperpajakan iadalah 

ipengetahuan iperpajakan. iPengetahuan iperpajakan iadalah itingkat ipemahaman iWP imengenai 

iperaturan iperpajakan, iyang imencakup ipemahaman itentang iWP, iobjek ipajak, itarif ipajak, 

imetode iperhitungan ipajak, idan iprosedur ipembayaran ipajak i(Oktaviani,  et al., 2020; iTotanan 

et al., 2024; iSarpong et al., 2024). iWP idengan itingkat ipengetahuan iyang ibaik icenderung 

imemiliki ikesan ipositif iterhadap isistem iperpajakan, iyang imendorong iperilaku ikepatuhan 

idalam imemenuhi ikewajiban iperpajakan imereka. iBeberapa ipenelitian imenunjukkan ibahwa 

ipengetahuan iperpajakan imemiliki ipengaruh iyang ipositif iterhadap ikepatuhan iWP 

i(Karnowati, 2021; iPutri et al., 2025; iOktaviani et al., 2020). iNamun, ibeberapa ipenelitian ilain 

imenunjukkan ihasil iyang ibertolak ibelakang, iyaitu ipengetahuan iperpajakan itidak iselalu 

iberpengaruh isignifikan iterhadap ikepatuhan iWP i(Wicaksono i& iLestari, i2017). iTemuan idari 

ibeberapa ipenelitian iini imenyiratkan ibahwa ipengetahuan iperpajakan isaja imungkin itidak 

icukup iuntuk imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak itanpa iadanya iunsur ipendukung ilainnya. 

Faktor eksternal seperti kualitas pelayanan publik juga memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kepatuhan WP. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan inovasi pelayanan 

perpajakan guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu inovasi 

pelayanan yang cukup berkembang adalah layanan Samsat Keliling. Layanan ini 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKBtanpa harus datang langsung 

ke kantor Samsat utama, karena petugas mendatangi berbagai lokasi strategis di lingkungan 

masyarakat. Kehadiran layanan Samsat Keliling diharapkan dapat mengurangi hambatan 

waktu dan jarak dalam proses pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat memenuhi 

kewajibannya dengan lebih mudah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan 

layanan seperti Samsat Keliling mampu mendorong peningkatan kepatuhan WP karena proses 

pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau oleh masyarakat (Anwar & 

Widajantie, 2025; Megayani & Noviari, 2021). 

Keberhasilan layanan perpajakan tidak hanya bergantung pada kemudahan akses, tetapi 

juga pada tingkat kesadaran WP. Kesadaran WP berarti pemahaman dan sikap individu 

terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan dan layanan publik. 

Orang yang memiliki kesadaran tinggi biasanya menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan 

akan dikembalikan kepada masyarakat melalui fasilitas umum, sehingga mendorong mereka 

untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Kintu et al., 2025; Sarpong et 

al., 2024; Anggadini & Bramasto, 2022; Da Silva et al., 2019; Hassan et al., 2021). Temuan 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan WP memiliki pengaruh positif terhadap 

kepatuhan WP, tetapi tidak selalu konsisten di semua wilayah (Yunianti et al., 2019; Anto, et 

al., 2021; Karnowati, 2021; Putri et al., 2025). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran WP tidak hanya berperan sebagai 

variabel independen, tetapi juga dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat 

hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh 

Oktaviani, et al., (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan WP menjadi lebih kuat ketika WP memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Temuan 

serupa juga disampaikan oleh Adhikara, et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran WP 

dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP. Di sisi lain, 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan layanan perpajakan juga sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran WP. Pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang lebih 

optimal ketika WP memiliki kesadaran untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh 

pemerintah (Yunianti, et al., 2021; Anto, et al., 2021; Oktaviani, et al.,2020). 
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Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara pengetahuan perpajakan, 

layanan perpajakan, kesadaran WP, dan kepatuhan WP, hasil penelitian sebelumnya masih 

menunjukkan inkonsistensi temuan. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan 

pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, sementara penelitian lain 

menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu konsisten. Selain itu, sebagian besar 

penelitian sebelumnya masih menempatkan kesadaran WP sebagai variabel independen, 

sementara kajian yang menempatkan kesadaran WP sebagai variabel moderasi dalam 

hubungan antara pengetahuan perpajakan dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan WP 

kendaraan bermotor masih relatif terbatas, khususnya pada konteks wilayah perkotaan dengan 

tingkat mobilitas tinggi seperti Kota Padang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 

penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam 

mengintegrasikan variabel pengetahuan perpajakan dan layanan Samsat Keliling dengan 

kesadaran WP sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi kepatuhan WP kendaraan 

bermotor. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior 

(TPB) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan perilaku kepatuhan WP. Menurut Barbera 

& Ajzen (2020), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, 

kesadaran WP mencerminkan sikap individu terhadap pentingnya membayar pajak, layanan 

Samsat Keliling mencerminkan perceived behavioral control yang berkaitan dengan 

kemudahan akses pelayanan, sedangkan kepatuhan WP mencerminkan perilaku aktual yang 

dihasilkan dari kombinasi faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, kombinasi antara 

pengetahuan perpajakan, layanan Samsat Keliling, dan kesadaran WP dalam kerangka TPB 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan WP kendaraan bermotor. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan 

layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor, serta mengevaluasi 

peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderator dalam konteks ini. Hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan literatur 

di bidang perpajakan daerah dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib PKB. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai peran kesadaran WP sebagai variabel moderator dalam hubungan 

antara pengetahuan perpajakan dan layanan Samsat keliling dengan kepatuhan WP kendaraan 

bermotor, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Padang. 

 

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS  

Theory iof iPlanned iBehavior i(TPB) i 

Salah isatu iteori iyang ibanyak idigunakan iuntuk imenjelaskan iperilaku ikepatuhan 

idalam ibidang iperpajakan iadalah iTheory iof iPlanned iBehavior i(TPB) iyang idikemukakan 

ioleh iAjzen. iTeori iini imenjelaskan ibahwa iperilaku iseseorang idipengaruhi ioleh iniat 

i(intention) iuntuk imelakukan isuatu itindakan. iNiat itersebut iterbentuk idari itiga ikomponen 

iutama, iyaitu isikap iterhadap iperilaku i(attitude itoward ibehavior), inorma isubjektif i(subjective 

inorm), idan ipersepsi ikontrol iperilaku i(perceived ibehavioral icontrol) i(Barbera & Ajzen, 

2020). Sikap terhadap perilaku berkaitan dengan penilaian individu mengenai penting atau 

tidaknya suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, sikap ini tercermin dari bagaimana WP 

memandang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

pembangunan dan pelayanan publik. WP yang memahami manfaat pajak bagi masyarakat 
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cenderung memiliki sikap positif sehingga mendorong niat untuk patuh. Norma subjektif 

berkaitan dengan tekanan sosial atau pengaruh lingkungan yang mendorong individu untuk 

mematuhi aturan, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun kebijakan pemerintah, 

termasuk penerapan aturan dan sanksi perpajakan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku 

berkaitan dengan keyakinan individu mengenai kemudahan atau kemampuan dalam 

melakukan suatu tindakan, yang dalam konteks perpajakan daerah dapat diwujudkan melalui 

kemudahan akses pelayanan seperti layanan Samsat Keliling. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menggunakan TPB sebagai kerangka teori 

untuk menjelaskan perilaku kepatuhan WP. Barbera, & Ajzen (2020) membahas bagaimana 

sikap, standar subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan memengaruhi niat seseorang 

untuk melakukan suatu perilaku, termasuk perilaku kepatuhan. Dalam konteks perpajakan, 

penelitian Ambarwati et al., (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan 

kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP karena mampu membentuk sikap 

positif terhadap kewajiban perpajakan. Rochma & Hidajat (2023) juga menemukan bahwa 

kualitas pelayanan perpajakan dan kemudahan akses layanan Samsat berpengaruh terhadap 

kepatuhan WP kendaraan bermotor, yang sejalan dengan konsep perceived behavioral control 

dalam TPB. Selain itu, penelitian Puteri, et al., (2019) membuktikan bahwa kesadaran WP dan 

pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WP karena memperkuat niat individu 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

Kerangka kerja TPB menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak pemilik kendaraan 

bermotor ditentukan oleh kombinasi antara sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang 

dirasakan. Penelitian ini mengukur kesadaran pajak sebagai pandangan terhadap pentingnya 

membayar pajak, Pengetahuan pajak sebagai norma subjektif, serta layanan Samsat Keliling  

sebagai kendali perilaku yang dirasakan terkait kemudahan akses terhadap layanan. 

 

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan itentang iperpajakan imerupakan ifaktor ipenting iyang imenentukan 

ikepatuhan iWP iterhadap ikewajiban iperpajakan. iPengetahuan iperpajakan imengacu ipada 

ipemahaman iterhadap iundang-undang iperpajakan, iprosedur, iserta ihak idan ikewajiban iwajib 

ipajak isesuai idengan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku. iDari isudut ipandang 

iperilaku, ikhususnya iTPB, ipengetahuan iperpajakan imemengaruhi ipandangan iindividu 

imengenai imanfaat idan ikonsekuensi isuatu itindakan, isehingga iturut imemengaruhi iniat idan 

iperilaku ikepatuhan i(Bani-Khalid et al., 2022). iPemahaman iyang ibaik imengenai iprosedur, 

ibatas iwaktu ipembayaran, iserta isanksi iperpajakan idapat imengurangi ikesalahan idan 

iketidakpastian idalam ipembayaran ipajak iserta imeningkatkan ikesadaran iWP iterhadap 

imanfaat ipajak ibagi ipembangunan idaerah idan ipelayanan ipublik i(Purnamasari & Sudaryo, 
2018; iOktaviani, et al., 2020; iAntameng et al., 2024). 

Berbagai ipenelitian imenunjukkan ibahwa ipengetahuan iperpajakan iberpengaruh 

ipositif iterhadap ikepatuhan iWP. iPenelitian ioleh iMilleani & Maryono (2022) idan iPutri et al., 
(2025) imenunjukkan ibahwa itingkat ipengetahuan iperpajakan iyang itinggi iberkontribusi 

isignifikan iterhadap ipeningkatan ikepatuhan iWP ikendaraan ibermotor. iTemuan itersebut 

isejalan idengan ipenelitian iKarnowati (2021) idan iListiana & Hernawati (2024) imenyatakan 

ibahwa ipemahaman iterhadap iaturan iperpajakan iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 

ikepatuhan iWP, ikhususnya idalam ikonteks ipajak idaerah. iHasil iserupa ijuga iditemukan ioleh i 

iOktaviani et al., (2020) iyang imenunjukkan ibahwa isemakin itinggi itingkat ipemahaman iWP 

imengenai isistem iperpajakan, imaka isemakin ibesar ikemungkinan iWP iuntuk imematuhi 

ikewajiban iperpajakannya. 

Berdasarkan iteori iTPB idan iberbagai itemuan iempiris itersebut, idiyakini ibahwa 

ipengetahuan iperpajakan imemiliki ipengaruh iyang isignifikan idalam imembentuk iperilaku 
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ikepatuhan iWP. iSemakin ibaik ipemahaman iWP iterhadap iperaturan iperpajakan, isemakin isiap, 

ipercaya idiri, idan itekun imereka idalam imemenuhi ikewajiban iperpajakan. iDengan idemikian, 

isemakin itinggi itingkat ipengetahuan iWP imengenai iperpajakan, isemakin itinggi ipula itingkat 

ikepatuhan iWP ikendaraan ibermotor. iOleh ikarena iitu, ihipotesis iyang idiajukan idalam 

ipenelitian iini iadalah: 

H1: iPengetahuan iperpajakan iberpengaruh ipositif iterhadap ikepatuhan iwajib iPKB. 

 

Layanan Samsat Keliling dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kualitas layanan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan WP. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah terus berupaya keras untuk memodernisasi 

sistem pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu kemajuan 

layanan yang telah dicapai adalah layanan Samsat Keliling, yaitu layanan pembayaran 

PKBdengan mengunjungi berbagai tempat tertentu sehingga masyarakat tidak perlu langsung 

datang ke kantor Samsat utama. Kemudahan akses terhadap layanan berkaitan dengan persepsi 

kontrol perilaku dalam TPB. Yang terakhir ini adalah keyakinan seseorang bahwa suatu 

tindakan dapat dilakukan dengan mudah (Wang et al., 2023). 

Keberadaan layanan Samsat Keliling bertujuan untuk mengurangi hambatan 

administratif serta meningkatkan kemudahan dalam pembayaran PKB. Kemudahan tersebut 

memungkinkan WP mengatur waktu secara lebih fleksibel dan tidak perlu mengorbankan 

banyak aktivitas lain. Ketika WP merasa memiliki kendali yang cukup terhadap proses 

pembayaran pajak, maka niat untuk melakukan pembayaran pajak akan semakin kuat sehingga 

mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan (Taing & Chang, 2020). 

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian oleh Anwar & Widajantie (2020) menunjukkan 

bahwa layanan Samsat Keliling mampu meningkatkan kepatuhan WP kendaraan bermotor. 

Temuan ini didukung oleh penelitian Milleani & Maryono (2022),  Wardani & Fikri (2018) 

menyatakan bahwa kemudahan akses pelayanan perpajakan memberikan dampak positif 

terhadap kepatuhan WP.  

Berdasarkan uraian tersebut, kemudahan pelayanan melalui program Samsat Keliling 

berpotensi meningkatkan persepsi kontrol perilaku WP dan mendorong terbentuknya perilaku 

kepatuhan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Layanan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB. 

 

Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi 

Kesadaran WP merupakan faktor yang berkaitan dengan sikap dan kemauan individu 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran tidak hanya mencakup 

pemahaman mengenai aturan perpajakan, tetapi juga keyakinan bahwa pajak memiliki manfaat 

bagi pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan TPB, kesadaran berkaitan dengan sikap 

individu terhadap suatu tindakan, di mana sikap positif terhadap pajak akan memperkuat niat 

untuk berperilaku patuh (Bani-khalid et al., 2022). 

Dalam ipenelitian iini, ikesadaran iwajib ipajak ijuga idianggap isebagai ifaktor iyang 

imemperkuat pengaruh ipengetahuan iperpajakan idan ilayanan iSamsat iKeliling iterhadap 

ikepatuhan iWP. iPengetahuan perpajakan menumbuhkan pemahaman, dan pemahaman 

tersebut memicu kemauan yang lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. 

Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan bahwa kesadaran WP merupakan variabel 

moderator dari pengaruh ipengetahuan iperpajakan iterhadap ikepatuhan iWP ikendaraan 

bermotor. Penelitian oleh Sarpong et al., (2024), Oktaviani et al., (2020) , Wicaksono & Lestari 

(2017), Adhikara et al., (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan kampanye 
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kesadaran memiliki dampak yang baik terhadap kesadaran WP yang selanjutnya meningkatkan 

kepatuhan. 

Demikian pula, kemudahan layanan yang disediakan oleh Samsat Keliling akan 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan, jika didukung oleh tingkat kesadaran 

WP yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Yunianti et al., (2019), iMilleani & 

Maryono (2022), iAnto et al., (2021) imenunjukkan ibahwa ipengetahuan iWP imemperkuat 

ipengaruh ipenyampaian ilayanan iterhadap ikepatuhan WP. Berdasarkan uraian tersebut, 

kesadaran WP diperkirakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan 

antara pengetahuan perpajakan dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan WP 

kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3: i Kesadaran iwajib ipajak imemoderasi ipengaruh ipengetahuan iperpajakan iterhadap 

ikepatuhan wajib iPKB. 

H4: i Kesadaran iwajib ipajak imemoderasi ipengaruh ilayanan iSamsat iKeliling iterhadap 

ikepatuhan iwajib iPKB. 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Samsat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 

Lokasi ini dipilih karena UPT Samsat Padang merupakan unit pelayanan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat dalam proses pembayaran PKB, sehingga memungkinkan peneliti 

memperoleh data dari WP yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Populasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh iWP ikendaraan ibermotor iyang iterdaftar 

idi iUPT iSamsat iPadang itahun i2024, iyang iberjumlah i278.640 iorang. iTeknik ipengambilan 

isampel iyang idigunakan iadalah iconvenience isampling, iyaitu iresponden idipilih iberdasarkan 

iWP iyang isecara ikebetulan iditemui idi ilokasi ipenelitian idan ibersedia imengisi ikuesioner. 

iJumlah isampel iditentukan imenggunakan irumus iSlovin in i= iN/1 i+ iNe2
 idengan itingkat 

ikesalahan i10 i% i(0,10) idan idiperoleh isampel isebanyak i100 iresponden. 

 

Jenis, iSumber idan iTeknik iPengumpulan iData 

Penelitian iini imenggunakan idata iprimer idengan imenggunakan ikuesioner iyang 

idiberikan ikepada iWP ikendaraan ibermotor idi ilingkungan iUPT iSamsat iPadang. iResponden 

idiminta imemberikan ijawaban iterhadap isetiap ipernyataan iyang iberkaitan idengan ivariabel 

ipenelitian. 

 

Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan dan 

layanan samsat keliling, variabel dependen yaitu kepatuhan WP kendaraan bermotor, dan 

kesadaran WP sebagai variabel moderasi.  

Pengetahuan perpajakan di ukur melalui indikator pemahaman tentang prosedur 

pembayaran pajak, manfaat pajak, serta sanksi perpajakan yang berlaku. Layanan Samsat 

Keliling diukur melalui indikator kemudahan akses layanan, kecepatan pelayanan, 

kenyamanan pelayanan, serta efektivitas pelayanan yang diadopsi dari (Wardani & Fikri, 2018). 

Kesadaran WP diukur melalui indikator pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, 

kesadaran terhadap manfaat pajak, sikap positif terhadap pembayaran pajak, serta kesediaan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel kepatuhan WP diukur melalui indikator 

ketepatan waktu pembayaran pajak, kepatuhan terhadap prosedur pembayaran, ketaatan 

terhadap peraturan perpajakan, serta kesediaan untuk tidak menunggak pembayaran pajak yang 

diadopsi dari (Che & Handra, 2023).  
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Seluruh ivariabel idalam ipenelitian iini idiukur imenggunakan iinstrumen ikuesioner 

iyang idisusun idengan iskala iLikert ilima ipoin, imulai idari iskor i1 iyang imenunjukkan isangat 

itidak isetuju ihingga iskor i5 iyang imenunjukkan isangat isetuju. 

Model iregresi ipenelitian isebagai iberikut: 

 
Y = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 PP + 𝜷𝟐 LSK + 𝜷𝟑KWP + 𝜷𝟒 PP ∗ KWP + 𝜷𝟓 LSK ∗ KWP + 𝜺 

Keterangan : 

Y : Kepatuhan WP  

β0 : Konstanta 

β1, β2 β3 β4 β5 : Koefisien 

PP : Pengetahuan Perpajakan 

LSK : Layanan Samsat Keliling 

KWP : Kesadaran WP 

PP ∗ KWP : Moderasi Pengetahuan Perpajakan dengan Kesadaran WP 

LSK ∗ KWP : Moderasi Layanan Samsat Keliling dengan Kesadaran WP 

ε  :  Error 

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk 

memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Selanjutnya dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil WP kendaraan bermotor dalam penelitian ini ditunjukkan melalui karakteristik 

iresponden iberdasarkan ijenis ikelamin, iusia, idan itingkat ipendidikan ipada itabel i2. 

 

Tabel. 2 

Demografi Responden 
No Kerterrangan Jumlah Perrserntaser 

1. Jernirs Kerlamirn  

Lakir -Lakir 43 rerspondern 43% 

Perrermpuan  57 rerspondern 57% 

Jumlah  100 rerspondern 100% 

2. Usira (tahun) 

20-30  59 rerspondern 59% 

31-40  29 rerspondern 29% 

41-50  9 rerspondern 9%% 

   >50  3 rerspondern 3% 

Jumlah  100 rerspondern 100% 

3. Tirngkat Perndirdirkan 

SMA 41 rerspondern 41% 

Dirploma 13 rerspondern 13% 

S1 39 rerspondern 39% 

S2 1 rerspondern 1% 

Lairnnya(<SMA) 6 rerspondern 6% 

Jumlah  100 rerspondern 100% 

Sumberr: Hasil olah data SPSS (2026) 
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Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang WP kendaraan bermotor. 

Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 

sebanyak 57 orang (57%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 43 orang (43%). Komposisi 

tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengumpulan data, responden perempuan yang 

berhasil ditemui dan bersedia mengisi kuesioner lebih banyak dibandingkan responden laki-

laki. 

Sebagian ibesar iresponden itermasuk idalam ikelompok iusia i20–30 itahun, iyaitu i59 

iorang i(59%), idisusul ioleh ikelompok iusia i31–40 itahun idengan i29 iorang i(29%). iSelain iitu, 

i9 iresponden i(9%) iberada idalam ikategori iusia i41–50 itahun, isedangkan ikelompok iterkecil 

iadalah idi iatas i50 itahun idengan ihanya i3 iresponden i(3%). iHal iini imenunjukkan ibahwa 

isebagian ibesar iresponden iberada idalam iusia iproduktif, iyaitu kelompok yang umumnya 

memiliki mobilitas tinggi dan secara aktif menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas 

sehari-hari. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA, 

sebanyak 41 orang (41%). Kemudian, responden dengan gelar sarjana (S1) sebanyak 39 orang 

(39%). Ada 13 responden (13%) dengan pendidikan Diploma, 6 responden (6%) dengan latar 

belakang pendidikan lain, dan 1 responden (1%) dengan gelar Magister (S2). Secara umum, 

karakteristik iresponden idalam ipenelitian iini ididominasi ioleh iwajib ipajak iperempuan, usia 

masa kerja, dan latar belakang pendidikan mulai dari sekolah menengah atas hingga universitas. 

Ciri-ciri ini dianggap signifikan untuk subjek penelitian, yaitu pemilik kendaraan bermotor 

yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial sehari-hari. 

 

Tabel 3  

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Kerterrangan N Minimum Maximum Mean Std. De rv 

Perngertahuan Waji rb Pajak 100 13 25 20,11 2,482 

Layanan Samsat Keliling 100 12 25 20,51 2,837 

Kersadaran Waji rb Pajak 

Kepatuhan WP 

100 

100 

16 

15 

30 

30 

22,56 

22,81 

2,862 

3,209 

Valid N (listwise) 100     

Sumberr: Hasil olah data SPSS (2026) 

Hasil analisis statistik deskriptif mengenai pengetahuan WP ditampilkan pada tabel 3. 

Skor terendah iadalah i13 idan iskor itertinggi iadalah i25, idengan irata-rata i20,11 idan isimpangan 

baku 2,482. Skor rata-rata cukup mendekati skor tertinggi, yang menunjukkan bahwa 

responden secara umum tampaknya memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup kuat. 

Untuk Layanan Samsat Keliling, skor minimum adalah 12, maksimum 25, dengan rata-rata 

20,51 dan simpangan baku 2,837. Rata-rata yang relatif tinggi tersebut menyiratkan bahwa 

responden, secara umum berpendapat bahwa Layanan Samsat Keliling berjalan secara efektif 

dan bermanfaat. Kesadaran WP skor terendah adalah 16, skor tertinggi adalah 30, skor rata-

rata adalah 22,56, dan simpangan baku adalah 2,862. Skor rata-rata yang sangat tinggi ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang 

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan WP skor terendah adalah 15, 

skor tertinggi adalah 30, skor rata-rata adalah 22,81, dan simpangan baku adalah 3,209.  
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Uji Kualitas Data 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

 

Tabel 4  

Hasil Uji Validitas 
Variraberl Hasil uji KMO  Cut-off Ke rterrangan 

Kerpatuhan wajirb pajak 0,789 0,50 Valird 

Perngertahuan perpajakan 0,706 0,50 Valird 

Layanan SAMSAT 0,824 0,50 Valird 

Kersadaran waji rb pajak 0,799 0,50 Valird 

Sumberr: Hasil olah data SPSS (2026) 

 

Tabel 5  

Hasil Uji Reliabilitas 
Variraberl Cronbach’s Alpha kerterrangan 

Kerpatuhan wajirb Pajak 0,793 Rerli rabe rl 

Perngertahuan perpajakan 0,727 Rerli rabe rl 

Layanan SAMSAT 0,852 Rerli rabe rl 

Kersadaran Waji rb Pajak  0,800 Rerli rabe rl 

Sumberr: Hasil olah data SPSS (2026) 

 

 Berrdasarkan taberl 4 dan 5, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah ditas  valid 

dan rerli rabel. Hasil uji asumsi klasik, data sudah terdistribusi normal (asymsig. 2-tiled = 0,2) 

dan tidak terdapat multikolinearitas karena seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (pengetahuan WP memiliki nilai tolerance = 0,721 

dan VIF = 1,386, layanan Samsat Keliling memiliki nilai tolerance = 0,763 dan VIF = 1,311, 

serta kesadaran WP nilai tolerance = 0,754 dan VIF = 1,325). Dari hasi rl uji r herterroskerdasti rsi rtas, 

pernerli rti ran i rni r tirdak merngalami r masalah herterroskerdasti rsi rtas. Serti rap variraberl dalam pernguji ran 

herterroskerdasti rsi rtas mernunjukkan hasi rl yang sirgni rfi rkan lerbi rh darir 0,05.  

 

Moderated Regression Analysis (MRA) 

 Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji peran variabel 

moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, kesadaran WP berperan sebagai variabel 

moderasi. 

Tabel. 6  

Hasil Uji Hipotesis 
Variabel Koefesien regresi Sig  

(Constant) -3,091 0,656  

Pengetahuan Perpajakan -0,754 0,280  

Layanan Samsat Keliling 1,666 0,007  

Kesadaran WP (KWP) 0,551 0,098  

PP*KWP 0,050 0,105  

LSK* KWP -0,062 0,027  

R2   0,460 

F   15,990 

F sig   0,000 

Hasil olah data SPSS (2026) 
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Persamaan regresi penelitian sebagai berikut: 

         Y = -3,091 - 0,754PP + 1,666LSK + 0,551KWP + 0,050PP*KWP – 0,062LSK*KWP + ϵ 

Berdasarkan tabel 6 hasil uji hipotesis, diperoleh nilai R-square sebesar 0,460. Nilai ini 

menunjukkan bahwa variabel yang diteliti mampu menjelaskan variasi kepatuhan WP sebesar 

46,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 54,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian ini. 

 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Berdasarkan penelitian diperoleh nilai sig 0,280 (>α 0,05). Nilai ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP 

kendaraan bermotor (H1 ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan 

belum sepenuhnya mampu membentuk sikap positif atau niat yang kuat untuk melakukan 

perilaku patuh. Berdasarkan teori TPB, perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan, tetapi juga oleh norma subjektif serta persepsi kemudahan dalam melakukan 

perilaku tersebut  (Wu et al., 2022).  Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun WP telah 

memahami aturan perpajakan, pemahaman tersebut belum tentu diikuti oleh tindakan nyata 

apabila faktor sosial dan kontrol perilaku belum mendukung terbentuknya niat untuk patuh atau 

tindakan ini juga dapat diikuti oleh tindakan nyata dikarenakan WP memahami bahwa hal 

tersebut merupakan suatu keharusan untuk dibayar. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Oktaviani et al., (2020) yang 

menyatakan bahwa pemahaman yang kuat tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan 

WP. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat menciptakan sikap yang baik bagi WP, 

yang dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar kewajiban pajak tepat waktu dan 

mengikuti aturan yang berlaku  (Milleani & Maryono, 2022; Karnowati, 2021; Putri et al., 

2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wicaksono & Lestari (2017) bahwa 

pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP 

kendaraan bermotor. Dalam konteks kepatuhan pajak, pengetahuan hanya merupakan salah 

satu faktor pembentuk keyakinan, sementara perilaku kepatuhan lebih dipengaruhi oleh 

kombinasi sikap, norma sosial, serta persepsi terhadap kemudahan dalam melakukan 

kewajiban perpajakan  

Tidak signifikannya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendekatan TPB, yaitu bahwa pengetahuan perpajakan 

mungkin telah dimiliki oleh WP, namun belum diikuti oleh niat yang kuat untuk bertindak. 

Temuan ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan perpajakan belum tentu langsung 

menghasilkan perilaku kepatuhan apabila tidak didukung oleh faktor lain yang membentuk niat 

perilaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan WP tidak cukup hanya melalui 

peningkatan pengetahuan perpajakan, tetapi juga perlu memperhatikan faktor lain seperti 

peningkatan kesadaran WP, penguatan norma sosial, serta penyediaan layanan perpajakan yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 
 

Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Variabel layanan Samsat Keliling memiliki tingkat sig 0,007 (<α 0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan WP kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik layanan Samsat Keliling yang 

dirasakan oleh masyarakat, maka kecenderungan WP untuk memenuhi kewajiban membayar 

PKBjuga semakin meningkat. Jika dikaitkan dengan TPB, temuan ini dapat dijelaskan melalui 

konsep perceived behavioral control, yaitu persepsi individu tentang kemudahan dalam 
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melakukan suatu perilaku. Layanan Samsat Keliling meningkatkan kemudahan akses 

pembayaran pajak, sehingga WP merasa proses pembayaran menjadi lebih sederhana dan tidak 

memakan waktu lama. Kondisi ini memperkuat keyakinan dan niat WP untuk membayar pajak, 

yang pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku patuh. Dengan demikian, layanan 

Samsat Keliling tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan, tetapi juga membantu 

membentuk persepsi kemudahan yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan WP 

sesuai dengan kerangka TPB. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil berbagai penelitian lain yang menunjukkan 

bahwa layanan Samsat Keliling memudahkan masyarakat dalam membayar PKB. Penelitian 

oleh Ariani & Biettant (2018), Wardani & Fikri (2018), Milleani & Maryono (2022) 

menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap layanan memudahkan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan yang cenderung meningkatkan kepatuhan WP. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Anwar & Widajantie (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat 

umumnya merespons secara lebih positif terhadap layanan yang lebih dekat dengan wilayah 

tempat tinggal mereka. Akses yang lebih mudah ke layanan berarti masyarakat tidak perlu 

menghabiskan banyak waktu dan tenaga, yang pada gilirannya berarti masyarakat lebih 

cenderung membayar pajak. 
 

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap 

kepatuhan Wajib PKB. 

Interaksi antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran WP (PP*KWP) memiliki nilai 

sig 0,105 (>α 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran WP tidak mampu memoderasi 

pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Hasil ini 

memberi gambaran bahwa meskipun seseorang memiliki pengetahuan tentang pajak dan juga 

memiliki kesadaran tentang pentingnya pajak, hal itu belum tentu langsung membuat mereka 

menjadi lebih patuh. Bisa jadi mereka sudah tahu aturan pajak dan paham pentingnya pajak, 

tetapi tetap saja ada hal lain yang membuat mereka menunda atau tidak membayar pajak tepat 

waktu. Misalnya kesibukan, kebiasaan menunda, keterbatasan kondisi ekonomi serta persepsi 

bahwa pembayaran pajak bukan merupakan prioritas utama dibandingkan kebutuhan lainnya 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sarpong et al., (2024), ) Adhikara et al., 

(2022) menegaskan bahwa kesadaran WP juga dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. Hasil-hasil ini memberikan gambaran 

yang cukup jelas bahwa informasi saja belum tentu cukup untuk memotivasi tindakan 

kepatuhan. Kesadaran yang baik membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna, karena dalam 

kondisi seperti itu, wajib pajak lebih mampu mengubah apa yang mereka ketahui menjadi 

tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Anggadini & Bramasto, 2022). 

Beberapa studi menemukan bahwa meskipun WP memiliki tingkat pengetahuan dan 

kesadaran yang cukup, hal tersebut belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan secara 

signifikan. Penelitian Anwar & Widajantie (2020) dan Karnowati (2021) menunjukkan bahwa 

pengetahuan WP tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan 

bermotor, walaupun tingkat kesadaran masyarakat tergolong baik. Temuan yang serupa juga 

disampaikan oleh Oktaviani et al., (2020) menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan sering kali 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar pengetahuan dan kesadaran, seperti kebiasaan WP, kondisi 

ekonomi, serta persepsi terhadap manfaat pajak yang mereka bayarkan. 

Selain itu, dalam perspektif TPB, perilaku kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan kesadaran (attitude), tetapi juga oleh norma subjektif dan persepsi kontrol 

perilaku (perceived behavioral control). Dengan demikian, meskipun WP memiliki 

pengetahuan dan kesadaran yang cukup, apabila tidak didukung oleh lingkungan sosial yang 

mendorong kepatuhan serta kemudahan dalam mengakses layanan pembayaran pajak, maka 
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perilaku patuh belum tentu terbentuk secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 

konteks WP kendaraan bermotor, khususnya pada wilayah penelitian, kepatuhan tidak hanya 

ditentukan oleh faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan 

kebiasaan masyarakat setempat. 
 

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap 

Kepatuhan Wajib PKB. 

Interaksi antara layanan Samsat Keliling dan kesadaran WP (LSK*KWP) menunjukkan 

nilai sig 0,027 (<α 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP terbukti 

memoderasi pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor. 

Artinya, hubungan antara layanan Samsat Keliling dan kepatuhan WP tidak berdiri sendiri, 

tetapi dipengaruhi oleh tingkat kesadaran WP yang dimiliki.  

Koefisien interaksi negatif menunjukkan bahwa pengaruh langsung layanan Samsat 

Keliling terhadap kepatuhan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran WP. 

Hal ini tidak berarti bahwa layanan tersebut tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa bagi WP 

yang sudah memiliki kesadaran tinggi, ketersediaan layanan Samsat Keliling tidak lagi menjadi 

faktor utama dalam kepatuhan, karena mereka tetap akan memenuhi kewajiban perpajakan 

mereka meskipun layanan tersebut tidak selalu tersedia di sekitar mereka. Sementara itu, 

ketersediaan layanan Samsat Keliling merupakan faktor yang sangat efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan bagi WP dengan tingkat kesadaran yang rendah, karena kemudahan 

akses dan kedekatan layanan merupakan pendorong utama untuk membayar pajak tepat waktu. 

Hasil penelitian di Surabaya Selatan menunjukkan bahwa kesadaran WP memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar PKBsekaligus memoderasi 

hubungan antara program program perpajakan dan pelayanan terhadap kepatuhan tersebut 

(Anwar & Widajantie, 2020). Kepatuhan WP lebih tinggi jika tingkat kesadaran pajak mereka 

tinggi sehingga pengaruh pelayanan yang baik seperti Samsat keliling akan lebih optimal 

apabila WP sudah sadar akan kewajibannya (Oktaviani et al., 2020). Hasil ini diperkuat oleh 

Rizal (2019), Milleani & Maryono (2022) yang menemukan bahwa kemudahan layanan 

memberikan dampak lebih besar pada WP dengan tingkat kesadaran tinggi.  

Temuan ini dapat dijelaskan oleh tiga komponen penting dalam teori TPB: sikap, norma 

subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini, kesadaran WP menunjukkan 

sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. WP dengan tingkat kesadaran yang tinggi 

cenderung memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab yang penting, sehingga niat 

untuk patuh muncul dari dalam diri mereka sendiri dan keberadaan layanan lain seperti Samsat 

Keliling tidak lagi menjadi faktor kunci dalam menentukan perilaku kepatuhan. Sementara itu, 

layanan Samsat Keliling dapat dianggap sebagai bagian dari kontrol perilaku yang dirasakan 

yang mendukung kemampuan individu untuk mengambil tindakan, karena kemudahan akses 

ke layanan tersebut dapat menghilangkan hambatan seperti jarak, waktu, dan biaya. Dengan 

kerangka TPB, kemudahan akses akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada orang-orang 

dengan tingkat kesadaran rendah, karena mereka membutuhkan dorongan eksternal untuk 

membentuk niat dan perilaku kepatuhan. Inilah sebabnya mengapa pada kelompok dengan 

kesadaran rendah, layanan Samsat Keliling memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

kepatuhan dibandingkan pada kelompok dengan kesadaran tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan yang mudah diakses saja 

tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib PKB. Agar layanan yang disediakan tidak 

hanya dimanfaatkan, tetapi juga dapat mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dalam jangka 

panjang, diperlukan pula upaya edukasi dan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat. 
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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor, namun 

layanan Samsat Keliling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. 

Kesadaran WP tidak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan, tetapi 

memoderasi pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan WP. Peningkatan 

kepatuhan WP tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh kemudahan layanan dan tingkat kesadaran WP.  

Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah responden yang relatif sedikit, jumlah faktor 

yang digunakan terbatas, dan kemungkinan bias dalam persepsi responden karena penggunaan 

kuesioner. Oleh karena itu, untuk tujuan generalisasi temuan yang lebih baik, disarankan untuk 

menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan wilayah penelitian yang lebih luas. Selain 

itu, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel relevan tambahan seperti denda 

pajak, kualitas layanan, atau motivasi WP, serta menggunakan metode pengumpulan data lain 

seperti wawancara atau observasi untuk mengurangi bias yang dirasakan responden. 
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